SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, belum pernah dilakukan
penyesuaian terhadap tunjangan Transportasi dan Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini serta
dengan membandingkan Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, maka masih
dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian terhadap
Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, besaran
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan
dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi
besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, maka terhadap
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

: 1.

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 54  Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Sarolangun, Bungo Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4
Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 37);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun
2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor
39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.



Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor
39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Barat :

1.

Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 50);

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2019 Nomor 39);

diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (6) dan Ayat (9) diubah, sehinga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil
perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan
belanja pegawai aparatur sipil embil.

(2) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data realisasi 1 (satu) tahun terakhir yang tertuang dalam
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah setelah diaudit oleh
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

(3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kelompok tinggi untuk tahun anggaran 2021.

(4) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk tahun 2021
dibayarkan dengan ketentuan paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang
representasi ketua DPRD.

(7) Dihapus
(8) Dihapus.

(9) Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses untuk
Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai
berikut :

a. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota,
sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
orang/bulan; dan

b. tunjangan reses Pimpinan DPRD dan anggota, sebesar 14.700.000,-
(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) orang/reses;



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehinga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Besaran Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu
rupiah)/bulan.

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus
ribu rupiah)/bulan.

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.274.000,- ( embilan juta dua ratus tujuh
puluh empat ribu rupiah)/bulan; dan

(2) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 11.770.000,-
(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd
AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 9



